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RINGKASAN 

Muthmainnah, Juni 2023. PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA 

TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF 

HAK ASASI MANUSIA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing 

Utama: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. 

Berbagai regulasi di Indonesia telah dikenal berbagai jenis terminologi yang 

menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual. 

Mulai dari kejahatan terhadap kehormatan dalam beberapa terjemahan KUHP, 

kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), kekerasan seksual dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Namun, 

sekalipun peraturan perundang-undangan di atas telah memuat berbagai tindak 

pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual, KUHP sendiri tidak memberikan 

pengertian khusus mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan 

seksual, melainkan langsung menjabarkannya dalam rumusan pasal. Belum lagi 

dalam KUHP terkait pasal perzinahan berpotensi korban kekerasan seksual 

dikriminalisasi karena berisiko menempatkan korban kekerasan seksual pada 

kerentanan untuk dilaporkan atau diadukan dan terancam pidana. Begitu juga 

dengan UU Perlindungan Anak yang hanya merujuk kepada KUHP, Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) yang hanya mengatur kekerasan dalam 

konteks perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual, dan UU PKDRT 

yang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang kekerasan seksual dan 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

(UU TPKS), tidak mengatur terkait pemaksaan  
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kehamilan dan aborsi sebagai akibat dari pemerkosaan atau kekerasan seksual yang 

ada hubungannya dengan aturan perkosaan dan aborsi di dalam KUHP. Selain itu, 

tentu dalam UU TPKS terdapat pengaturan restitusi yang dapat digunakan korban 

untuk mengajukan haknya. Namun di luar tindak pidana tersebut restitusi tidak 

dapat diajukan, meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang  perlindungan saksi dan 

korban, yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh 

restitusi. Kelemahan undang-undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut pada tindak 

pidana apa saja restitusi tersebut dapat diajukan, sehingga penegak hukum tidak 

serta merta  memfasilitasi korban terhadap pengajuan hak atas restitusi tersebut. 

Oleh karena itu pengajuan hak                                     korban atas restitusi menjadi suatu ketidakpastian, 

yang bermuara pada ketidak-pastian jenis atau kualifikasi tindak pidana sebagai 

syaratnya. 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab 

negara terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak- hak korban 

kekerasan seksual serta untuk memaparkan b a g a i m a n a  upaya yang dilakukan 

negara untuk memenuhi dan menjamin hak-hak korban kekerasan seksual. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan 

dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan 

mengumpulkan bahan primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan 

hukum yang di peroleh diolah dan dianalisa dengan cara deduktif dan induktif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang 

merendahkan derajat martabat seseorang. Penghormatan, perlindungan dan 

pemenuhan terhadap HAM yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan 

harus dijamin dan dipenuhi oleh negara. Banyaknya peraturan perundang-undangan 

yang ada hanya menjelaskan secara rinci perbuatan yang dapat dijatuhi pidana, 

melupakan porsi pembahasan mengenai korban dan hak-hak korban.. Kekerasan 

seksual tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik saja, tetapi juga berdampak 

pada mental dan sosial korban. Dalam situasi ini, negara seharusnya wajib       

memenuhi tanggung jawabnya atas hak-hak korban kekerasan seksual yang 

merupakan bagian dari HAM. 
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ABSTRAK 

 

Muthmainnah, Juni 2023. PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA 

TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF 

HAK ASASI MANUSIA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing 

Utama: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab 

negara terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban 

kekerasan seksual serta untuk memaparkan bagaimana upaya yang dilakukan 

negara untuk memenuhi dan menjamin hak-hak korban kekerasan seksual. 

Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum normatif, 

untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan primer dan 

bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang di peroleh diolah dan 

dianalisa dengan cara deduktif dan induktif. Menurut hasil penelitian skripsi ini 

menunjukkan Berbagai regulasi di Indonesia telah dikenal berbagai jenis 

terminologi yang menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan 

kekerasan seksual, namun belum mengakomodir hak-hak korban kekerasan seksual 

sesuai dengan prinsip tanggung jawab negara dalam pandangan hak asasi manusia 

secara utuh, lengkap dan menyeluruh. Jumlah pengaduan masih akan bertambah, 

tidak sebanding dengan kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual menyebabkan 

keberulangan, impunitas dan rasa frustrasi korban dalam menjamin hak keadilan, 

hak kebenaran, perlindungan dan pemulihan. Hak-hak korban menjadi luput dari 

pembahasan karena semua perhatian hanya tertuju pada permasalahan kriminalisasi 

bahkan korban seolah termarjinalisasi. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak 

pada kesehatan fisik saja, akan tetapi juga berdampak pada psikis, mental dan sosial 

korban. Dalam situasi yang merupakan bagian dari HAM ini, negara wajib 

bertanggung jawab atas hak-hak korban kekerasan seksual. Tanggung jawab ini 

berupa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan 

seksual. 

Kata Kunci: Tanggung jawab negara, korban kekerasan seksual, hak asasi manusia 
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